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MOTTO 

 

“Jadikanlah Sabar Dan Sholat Sebagai Penolongmu, Dan Sesungguhnya Yang 

Demikian Itu Sungguh Berat, Kecuali Bagi Orang-Orang Yang Khusyu’.” 

- (QS. Al-Baqarah : 45) 

 

“Maka Nikmat Tuhanmu Manakah Yang Kamu Dustakan ?” Jadilah Hamba Yang 

Selalu Bersyukur Dan Berserah Diri Pada-Nya. 

- (QS.Ar-Rahman : 13) 

 

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan, Maka Apabila Kamu 

Telah Selesai Dari Urusan, Kerjakan Dengan Sungguh-Sungguh Urusan Yang 

Lain.” 

- (QS. Al-Insyirah : 5-7) 

 

“Sesungguhnya Allah Tidak Mengubah Keadaan Suatu Kaum Sebelum Mereka 

Mengubah Keadaan Diri Mereka Sendiri” 

- (QS.Ar-Ra’d :11) 

 

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk” 

(Tan Malaka) 
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ABSTRAK 

Sri Redjeki, (2023) Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan  Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Swalayan Di Pasar Selasa Panam 

Kelurahan Tuah Karya Perspektif Fiqh Siyasah 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai 

pengelolaan pasar rakyat didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 

Tahun 2014. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 dimana 

berisi tentang Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap 

pasar rakyat yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku namun pada 

kenyataannya tugas tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Adapun pokok 

permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar 

Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan 

Tuah Karya? (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam 

Kelurahan Tuah Karya? (3) Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa 

Panam Kelurahan Tuah Karya? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 

di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya Perspektif Fiqh Siyasah. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research). 

Lokasi Penelitian adalah di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya Kota 

Pekanbaru, Populasi dan Sampel adalah UPT Pasar, Pengelola Pasar dan 

Pedagang Pasar, Sumber Data dari penelitian ini adalah Data Primer dan 

Sekunder, Teknik Pengumpulan Data dengan menggunakan Observasi, 

Wawancara, Dokumentasi dan Studi Pustaka/Content Analysis, Metode Analisis 

Data dan Studi Pustaka dengan menjelaskan secara rinci dan sistematis data yang 

didapat dalam penelitian.  

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah 

Karya memerlukan usaha meningkatkan kompetensi pedagang. Faktor pendukung 

termasuk harga standar, ketersediaan barang, dan kebersihan pasar, sementara 

faktor penghambat melibatkan kehilangan kepercayaan pembeli dan sikap acuh 

tak acuh pedagang. Perspektif Fiqh Siyasah menunjukkan bahwa implementasi 

peraturan daerah sesuai dengan prinsip al-Hisbah, sebagai lembaga pengelola dan 

pengawas pasar. 

Kata Kunci :Pengelolaan Pasar Rakyat, Peningkatan Kompetensi Pedagang 

Pasar, Perspektif Fiqh Siyasah.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Negara merupakan kontruksi yang diciptakan oleh umat manusia 

(human creation) tentang pola kehidupan bermasyarakat yang 

diorganisasikan sedemikian rupa dengan maksud untuk memenuhi 

kepentingan dan mencapai tujuan bersama.
1
 Arti Negara sebagai wadah 

untuk masyarakat dan pemerintah dapat menciptakan tujuan bersama yaitu 

kesejahteraan atau kemakmuran (welfarestate).  

Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang mana berasal dari bahasa sangsekerta yang berarti lima 

dasar ataupun lima prinsip dasar. Didalam sila kelima yaitu keadilan sosial  

bagi seluruh rakyat Indonesia, adapun maksud dari sila kelima ini setiap 

warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan adil baik dalam 

bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya.
2
  

Adapun hubungan pemerintah pusat dan daerah mencakup isu yang 

sangat luas biasa terkait dengan isu nasionalisme dan nation-building. Bisa 

                                                             
1
 Jimly Asshiddqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2009),h.1. 

 
2
 Al Hakim, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, (Malang: Impres 

Media,2002),h.21 
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Pula dengan isu demokrasi nasional dan demokrasi lokal, oleh karena itu 

terkait pula dengan isu hubungan antara negara dan masyarakat. Hubungan  

antara pusat dan daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan 

karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan upaya tarik 

menarik kepentingan (Spanning of interest) antara kedua satuan 

Pemerintahan. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya Pemerintah Pusat 

untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat 

jelas. 

Kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah biasanya 

sangat terbatas. Seringkali disebut karakter negara kesatuan itu sentralistis. 

Dalam Negara Federal, negara-negara bagian relatif lebih memiliki ruang 

gerak yang leluasa untuk mengelola kekuasaan yang ada pada dirinya, 

karena kekuasaan negara terdesentralisasi ke negara bagian.  

Sejak tahun 1999 sudah ribuan Perda diproduksi oleh pemerintah 

daerah di Indonesia, tetapi kesadaran pemerintah daerah untuk melaporkan 

peraturan-peraturan daerah yang sudah dikeluarkan kepada pemerintah 

pusat masih rendah. Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang 

sudah diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pemerintahan Daerah,  hubungan antara Pemerintah Provinsi 

dengan Pemerintah Daerah direkatkan kembali. Pemerintah Daerah dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan 

pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut 
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meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 

sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
3
  

Menurut Prof. Soepomo bahwa Otonomi Daerah sebagai prinsip 

berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat 

sendiri-sendiri, dalam kadar Negara Kesatuan. Tiap-tiap daerah mempuyai 

histori dan sifat khusus yang berlainan daripada riwayat dan sifat daerah 

lain.
4
  

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau yang juga 

diberikan Hak Otonomi Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. 

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, IPM 

(Indeks Pembangunan Manusia) tertinggi di Riau berada pada Kota 

Pekanbaru sebesar 80,66 point.  Selain itu letak kota Pekanbaru yang 

sangat strategis di simpul jalur perhubungan darat lintas Sumatera dan 

menjadi pintu gerbang bagi Indonesia bagian barat dalam keluar masuknya 

Perdagangan Internasional terlebih dengan berlakunya Masyarakat 

Ekonomi Asia (MEA) menjadi keunggulan geografis yang dimanfaatkan 

Kota Pekanbaru menjadi lumbung-lumbung pendapatan bagi kas daerah 

dengan melakukan pembangunan pada sektor perdagangan, pusat bisnis, 

dan jasa.
5
  

                                                             
3
  Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media,2020),h.26. 

 
4
 Fatkhul Muin, “Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-

Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.1, (2014),h.71 

 
5
 Yupi Sasmita Dewi, Zaili Rusli, et.al., “Implementasi Perda No 09 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: 

Indomaret dan Alfamart), Jurnal Niara, Vol.14, No.2, (2021),h.67 
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Sebagai Kota Perdagangan, Kota Pekanbaru juga tentu tidak 

terlepas dari maraknya pendirian Toko Modern. Keberadaan Toko Ritel 

Modern di kota Pekanbaru menjadi peluang sekaligus ancaman bagi 

Pemerintah Kota Pekanbaru. Keberadaan Toko Ritel memberikan 

kontribusi pajak daerah yang diperoleh dan penyerapan tenaga kerja, 

namun yang menjadi ancaman bagi Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu 

keberadaan Toko Ritel Modern mampu mematikan usaha pedagang kecil 

seperti toko kelontong atau bahkan menjadikan pasar tradisional sepi 

peminat. 

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 

diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 dengan sesuai urutan yang tertinggi 

adalah : 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) 

3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (Perppu) 

4. Peraturan Pemerintah (PP) 

5. Peraturan Presiden (Perpres) 

6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi 

7. Peraturan Kabupaten atau Kota. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 

adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun 

dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui 
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pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.
6
  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 

yang mana dimaksud didalam Peraturan Menteri ini adalah pengelolaan 

pasar rakyat tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.
7
 

Pemerintah Kota Pekanbaru kemudian mengeluarkan Peraturan 

Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Peraturan Daerah tersebut bertujuan 

untuk melindungi keberadaan pasar rakyat dan jenis usaha mikro, kecil 

dan menengah sejenis, membangun kerjasama kemitraan antara pasar 

rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan usaha mikro, kecil 

dan menengah sejenis dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat dan jenis 

usaha mikro, kecil dan menengah sejenis lainnya, mensinergikan usaha 

ekonomi pasar rakyat dengan toko swalayan sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

                                                             
6
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 

 
7
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. 
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Pasar Rakyat sendiri menurut Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 

2014 adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara 

dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan 

tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya 

masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan 

proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8
 

Pasar Tradisional Selasa Panam awalnya dikenal dengan nama 

Pasar Simpang Baru karena terletak di Kelurahan Simpang Baru, namun 

seiring berjalannya waktu pasar ini ramai dikunjungi masyarakat, akan 

tetapi pasar ini lebih ramai dikunjungi pada hari selasa daripada hari-hari 

lainnya sehingga masyarakat menyebutnya atau lebih dikenal dengan 

Pasar Selasa Panam. Pada tahun 2000 terjadi Pemekaran Kelurahan yang 

menjadikan Pasar Selasa Panam terletak di Kelurahan Tuah Karya hingga 

saat ini.  

Pasar Selasa Panam merupakan salah satu Pasar yang berada di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang mana berdiri sejak tahun 1998 

yang terletak di Jalan HR.Soebrantas / Pekanbaru-Bangkinang. Di lihat 

dari letak posisinya Pasar Selasa Panam berada pada posisi yang sangat 

strategis yaitu berada di perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kota Kampar 

dan dekat dengan Pusat Perbelanjaan Modern (GIANT).  

                                                             
8
 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Bab 1 

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (16). 
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Dalam hal Muamalah, Islam mengatur kaitannya dengan relasi 

manusia dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehari-hari termasuk didalamnya dituntun bagaimana cara pengelolaan 

pasar dan segala bentuk mekanismenya.
9
  

Peranan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar menyumbangkan 

andil yang amat penting ditengah carut-marut kondisi perekonomian 

bangsa Indonesia. Praktek pasar sejatinya harus ditampilkan nilai-nilai 

yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan. Dua paham ekonomi 

yang selama ini menjadi acuan dan barometer dunia, yaitu ekonomi 

kapitalis dan ekonomi sosialis ternyata tida k dapat mengatur mekanisme 

kegiatan pasar saat ini yang serba tidak menentu dan tidak jelas, malah 

semakin memperparah keadaan. 

Sistem Pengelolaan Pasar yang ada di Kota Pekanbaru pada 

umumnya di kelola langsung oleh Dinas Pasar dimulai sejak adanya Dinas 

Pasar Tingkat II Pekanbaru, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota 

KDH Tingkat II Pekanbaru No.SK.130.30/HOT-35/1982 tanggal 13 

September 1982. Akan tetapi sejak Peraturan Daerah No.15 tahun 1983 

tanggal 12 November 1983 Pasar Selasa Panam Pekanbaru dikelola 

langsung oleh Dinas Pasar.  

Pada saat ini Pengelolaan Pasar Selasa Panam Kota Pekanbaru 

mengacu pada Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 

Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Didalam 

                                                             
9
 Ain Rahmi, “Mekanisme Pasar dalam Islam”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan 

Kewirausahaan”, Vol.4, No.2, (2015), h.177 
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Pengelolaan Pasar Rakyat yang terdapat pada Bab 1 Ketentuan Umum 

Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Dinas Pasar adalah Dinas yang berwenang 

dan bertanggung  jawab di bidang Pengelolaan Pasar Rakyat. Yang mana 

dijelaskan juga pada ayat (9) bahwa Pengelolaan adalah Penataan, 

Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
10

 

Pengelolaan Pasar Selasa Panam nampaknya belum 

terimplementasikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 

2014 yang mana didalam Bab 1 Pasal (2) Pengelolaan Pasar Rakyat 

bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, 

memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, 

tangguh, maju dan mandiri, mewujudkan lingkungan Pasar yang sehat 

(hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan 

lingkungan. 

Pengelolaan sendiri adalah Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan 

dan Pengawasan terhadap pasar rakyat. Dari segi penataan dimaksudkan 

dilakukannya upaya untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian 

pasar rakyat agar masing-masing dikembangkan secara serasi, saling 

menguntungkan dan saling memperkuat.  

Pemberdayaan Pasar Rakyat, di dalam peningkatan kompetensi 

Pedagang Pasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) 

huruf b yaitu meningkatkan kompetensi pedagang pasar yang mana 

                                                             
10

 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5). 
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diuraikan kembali pada pasal 30 pada point a hingga d yaitu melakukan 

pembinaan disiplin pedagang dan pembeli, melakukan bimbingan kepada 

para pedagang untuk menarik para pembeli, melakukan peningkatan 

pengetahuan dasar bagi para pedagang dan memahami perilaku pembeli. 

Berdasarkan observasi (pengamatan) peneliti dengan mengunjungi 

pasar tersebut, permasalahan yang terjadi pada pasar selasa panam ialah : 

Dalam hal pemberdayaan Pasar Rakyat belum dilakukannya pembinaan 

disiplin pedagang dan pembeli, bimbingan kepada para pedagang untuk 

menarik para pembeli, dan peningkatan pengetahuan dasar bagi para 

pedagang dan memahami perilaku pembeli. Hal ini terlihat dari aktivitas 

yang dilakukan pedangang yang bersikap acuh tak acuh terhadap pembeli 

dimana pedagang tidak inisiatif untuk menarik minat pembeli.
11

 

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan 

kajian ilmiah penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, 

untuk itu penulis tertarik mengambil permasalahan ini dengan judul  “ 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU 

NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR 

RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI 

PASAR SELASA PANAM KELURAHAN TUAH KARYA 

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH ”    
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 Observasi, di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya, pada tanggal 12 Januari 2023. 
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B. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dijadikan permasalahan, maka penulis memberi batasan permasalahan 

pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di 

Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya Perspektif Fiqh Siyasah. 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya ? 

2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap implementasi 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di 

Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya ?  

3. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa 

Panam Kelurahan Tuah Karya?  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat 
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Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan 

Tuah Karya. 

b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap 

implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya. 

c. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 

di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam 

mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai 

wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku 

perkuliahan 

b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Tata Negara 

(Siyasah) mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Selasa 

Panam  Kelurahan Tuah Karya 

c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya 

mengenai permasalahan yang hampir sama. 
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BAB II 

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Implementasi  

Secara umum pengertian Implementasi menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan dan penerapan. 

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. 

Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan 

serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai 

tujuan kegiatan.
12

 

Menurut Charles O Jones Implementasi adalah kemampuan 

untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian 

sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.
13

 

Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 

mendefenisikan Implementasi sebagai pelaksanaan keputusan 

kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat  

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang 

penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut 

                                                             
12

 ZonaReferensi.com, “ Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara 

Umum “, artikel dari : Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum 

(zonareferensi.com) , diakses pada 28 Januari 2023. 

 
13

 Suparno, Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek, ( Semarang : Dwiputra Pustaka 

jaya, 2017 ), h.15 

https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/
https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/
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mengindentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara 

tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk 

menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.
14

 

2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah 

unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian.
15

 

DPP atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan dan bidang 

perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 

kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

b. penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

perdagangan dan bidang perindustrian. 

c. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, 

pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan 

bidang perindustrian. 

d. Penyelenggaran kebijakan umum dan pelayanan teknis dibidang 

perdagangan dan bidang perindustrian. 

e. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya. 
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 Ibid. 
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 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, diakses dari Profil 

(pekanbaru.go.id) pada 29 Januari 2023. 

http://dagtri.pekanbaru.go.id/index.php/profil/
http://dagtri.pekanbaru.go.id/index.php/profil/
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f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

bidang perdagangan dan bidang perindustrian. Pembinaan 

pegawai di lingkungan dinas perdagangan dan perindustrian.  

Dapat dilihat susunan organisasi dari Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian diantaranya : 

1) Kepala DPP 

2) Sekretaris 

3) Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian 

4) Bidang Perdagangan 

5) Bidang Pasar 

6) Bidang Perindustrian 

7) UPT Metrologi Legal 

8) UPT Pengelola Pasar 

9) Kelompok Jabatan Fungsional 

3. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Peningkatan 

Kompetensi Pedagang Pasar Rakyat 

a. Pengertian Peraturan Daerah  

Keberadaan Peraturan Daerah dalam UUD 1945 sebelum 

diamandemenkan memang tidak dikenal, sehingga peraturan 

daerah termajinalkan dalam tata susunan peraturan perundang-

undangan Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemenkan, 

eksistensi peraturan daerah sudah dikukuhkan secara 

konstitusional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) 
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yang berbunyi : “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan 

peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan 

otonomi dan tugas pembantuan.
16

  

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen dalam 

pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan 

kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya. 

Namun dalam praktik otonomi daerah persoalan demi persoalan 

muncul berkenaan dengan penetapan dan pelaksanaan Perda ini, 

sampai kemudian pemerintah pusat kewalahan untuk 

melaksanakan pengawasan sampai pembatalannya.  

Peraturan Daerah adalah pedoman hukum yang dibentuk 

oleh tempat utusan dengan persetujuan bersama kepala daerah 

provinsi. Peraturan daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi 

dan peraturan daerah kabupaten/kota. Ketentuan perbuatan 

hukum ditingkat daerah ini mengikuti pola gubernur dengan 

persetujuan DPRD.
17

  

Peraturan Daerah juga merupakan produk daerah yang 

unik karena dihasilkan dari sebuah proses yang didominasi 

kepentingan politik lokal.
18

 Lahirnya sebuah peraturan daerah 

harus mengandung sebuah regulasi yang dapat ditaati oleh 

                                                             
16

 Muhammad Suharjono, “ Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam 

mendukung otonomi daerah “, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10,No.19, (2014), h.21 

 
17

 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, (Jakarta:Sinar 

Grafika, 2012),h.8 

 
18

 Muhammad Suharjono, Loc.cit. 
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masyarakat, dan untuk menunjang ini maka sangat perlu 

memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya 

sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. 

b. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014  

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota 

Pekanbaru. Didalam peraturan ini mengatur tentang : ketentuan 

umum,penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, 

pemberdayaan pasar rakyat, pembinaan pasar rakyat,pusat 

perbelanjaan dan toko swalayan, pengawasan pasar rakyat, pusat 

perbelanjaan, dan toko swalayan, kemitraan usaha, perizinan, 

pelaporan, keuangan, kewajiban dan larangan, penyidikan, ketentuan 

pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
19

  

c. Pengertian Pasar 

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli 

dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah 

mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah 

berlangsung sejak awal peradaban manusia. dalam Islam pasar 

sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa 

                                                             
19

 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 

2014 tentang pengelolaan pasar rakyat,pusat perbelanjaan dan toko swalayan”, diakses dari 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Swalayan | BPK RI Perwakilan Provinsi Riau,pada 29 Januari 2023. 

https://riau.bpk.go.id/peraturan-daerah-kota-pekanbaru-nomor-9-tahun-2014-tentang-pengelolaan-pasar-rakyat-pusat-perbelanjaan-dan-toko-swalayan/
https://riau.bpk.go.id/peraturan-daerah-kota-pekanbaru-nomor-9-tahun-2014-tentang-pengelolaan-pasar-rakyat-pusat-perbelanjaan-dan-toko-swalayan/
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Rasulullah dan Khurafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah 

dijalani selama berabad-abad.
20

 

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa pasar adalah 

tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada 

mereka yang membutuhkan. Pernyataan tersebut juga menyebutkan 

bahwa pasar timbul dari adanya double coincidence yang sulit 

bertemu. Maka, untuk memudahkan adanya tukar menukar dalam 

memenuhi kebutuhan diciptakanlah pasar.  

d. Pengertian Pasar Rakyat 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Pasar 

Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara 

dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan 

tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, 

swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan 

menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. 

e. Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti 

mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus. Pengelolaan 

merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan 

tenaga orang lain. Pengelolaan juga merupakan proses yang 

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 

                                                             
20

 Ain Rahmi, Op.cit., h.178 
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pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan. Pengelolaan sama 

halnya dengan manajemen yaitu pengorganisasian, penggerakan 

manusia, pengarahan untuk memanfaatkan secara efektif material dan 

fasilitas untuk suatu tujuan. Dimana manajemen adalah unsur yang 

bertugas mengendalikan semua sumber dana organisasi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai proses pencapaian tujuan.
21

 

Didalam pengelolaan pasar maka yang menjadi 

tanggungjawab tugas adalah UPT Pasar dimasing-masing daerah. UPT 

( Unit Pelaksana Teknis ) akan mengelola dan mengerakan sehingga 

tercapainya tujuan sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Daerah 

Nomor 09 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Struktur 

Organisasi Kepengurusan UPT Pasar terdiri dari Kabid Pasar, UPT 

Pasar, Kasubag TU UPT, Satpel (Satuan Pelaksana) Pasar. 

f. Peningkatan Kompetensi Pedagang Pasar Rakyat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatan (usaha, 

kegiatan, dan sebagainya). Peningkatan berarti kemajuan, 

penambahan keterampilan dan kemampuan menjadi lebih baik.  

Secara umum peningkatan merupakan upaya untuk 

menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. 

Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan 

kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga 
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 Nureni, Pengelolaan Retribusi Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Enrekang, (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h.23. 
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berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan 

sebagainya. 

Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). 

Arti lainnya dari kompetensi adalah kemampuan menguasai gramatika 

suatu bahasa secara abstrak atau batiniah. 

Pedagang yaitu seseorang yang melakukan jual beli. 

Pedagang adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penengah 

(distribusi) suatu barang yang dihasilkan dari sektor ekonomi, yaitu 

sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa yang dibutuhkan dan 

diperlukan oleh manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan 

oleh konsumen.  

Sebagaimana yang dimaksud didalam Pemberdayaan Pasar 

Rakyat Pasal 28 bahwasanya walikota melalui dinas pasar melakukan 

pemberdayaan pasar rakyat. yang mana pemberdayaan sebagaimana 

yang dimaksud antara lain meningkatkan kompetensi pedagang pasar. 

Diuraikan kembali bahwa dalam peningkatan kompetensi pedagang 

pasar antara lain adalah : 

a. Pembinaaan disiplin pedagang dan pembeli 

b. Bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli 

c. Peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang 

d. memahami perilaku pembeli.  
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4. Pengertian Fiqh Siyasah  

Secara etimologi (bahasa) Fiqh adalah pemahaman, 

sedangkan secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang 

hukum syar’i mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil 

tafshili (terinci) yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-

Qur’an dan As-Sunnah
22

. Jadi Fiqh adalah pengetahuan mengenai 

hukum islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang 

disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. 

Kata Siyasah berasal dari kata sasa. Yang mana kata ini 

dalam kamus Lisan AL-Arab berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah. Jadi Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti 

yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat 

kebijaksanaan,pemerintahan dan politik.
23

  

Secara terminologi dalam kitab Lisan Al-Arab, yang 

dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin 

sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.
24

  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah 

adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara 

dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang 

                                                             
22

 Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah dalam perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist” , Jurnal 

Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.3, No.1, (2014), h.20 
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dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar 

ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.  

Al-Qur’an merupakan pedoman utama umat islam dalam 

segala urusannya, yang mana Al-Qur’an sebagai petunjuk jalan bagi 

seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan didunia dan akhirat, 

namun juga menjadi obat yang mampu menyembuhkan berbagai 

macam penyakit didalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja 

didesain oleh tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, 

hukum, sosial budaya, tata negara hingga masalah politik. 

Secara implisit didalam Al-Qur’an memang tidak terdapat 

kata politik namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak 

ayat yang mengupasnya, terutama yang berkaitan dengan 

Khalifah,Imamah, wilayah dan sebagainya. Hal itu tidak lain 

dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang 

yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah 

SWT.  

Diantara sekian banyak ayat yang menyinggung 

permasalahan siyasah diantaranya Q.S. Yunus (10) :7 

 ٌَ ْٕ هُ ًَ ُْظُشَ كيَْفَ تؼَْ ىْ نَُِ ِْ ٍْْۢ بؼَْذِ ىِٕفَ فِٗ الْْسَْضِ يِ
ٰۤ
كُىْ خَهٰ ُٰ  ثىَُّ جَؼهَْ

 

Terjemahan : ”Kemudian, Kami jadikan kamu sebagai pengganti-

pengganti di bumi setelah mereka untuk Kami lihat bagaimana kamu 

berbuat”.
25
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Didalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa manusia 

memang dijadikan sebagai seorang khalifah dimuka bumi ini. Dimana 

seorang khalifah membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas 

yang diembannya. Skill inilah yang kemudian kita kenal sebagai 

istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT belum menjelaskan 

nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang 

khalifah. Nilai-nilai ini diterangkan pada ayat lain, yaitu pada QS An-

Nisa (4) :59  

ُْكُىْ   أُنِٗ الْْيَْشِ يِ َٔ لَ  ْٕ سُ اطَِيْؼُٕا انشَّ َٔ  َ ا اطَِيْؼُٕا اللّٰه ْٰٕٓ ٍَ اٰيَُُ ب انَّزِيْ َٓ ٌْ تَُبَصَػْتىُْ فيِْ  يٰٰٓبيَُّ فبَِ

خِشِِۗ رٰنِكَ خَيْشٌ  وِ الْْٰ ْٕ انْيَ َٔ  ِ ٌَ ببِللّٰه ْٕ ُْتىُْ تؤُْيُُِ ٌْ كُ لِ اِ ْٕ سُ انشَّ َٔ  ِ ُِ انَِٗ اللّٰه ْٔ شَيْءٍ فشَُدُّ

يْلًا  ِٔ
ْ ٍُ تأَ احَْسَ َّٔࣖ  

Terjemahan : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang 

kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang 

sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul 

(sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang 

demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia 

dan di akhirat)”.
26

 

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita semua 

bahwa seluruh kabijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini 

sebagai seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan 

dan keatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Jika terdapat suatu aturan 

yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya maka wajib ditaati dan 

dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak 
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sesuai dengan Allah dan rasulnya maka tidak perlu ditaati dan 

dipatuhi.  

Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan 

kepada kaum muslimin jika benar-benar mengaku beriman maka 

apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka 

penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Hal ini 

penting sekali dilakukan karena setiap kebijakan yang berorientasi 

pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan 

menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan 

kepada masyarakat secara luas, hal ini sebagaimana yang telah 

dijanjikan oleh Allah SWT didalam firmannya Surah Al-A’raf  (7) : 

96  

 َٔ ٍْ نٰكِ َٔ الْْسَْضِ  َٔ ءِ  بٰۤ ًَ ٍَ انسَّ ىْ بشََكٰتٍ يِّ ِٓ ا نفَتَحَُْبَ ػَهيَْ ْٕ اتَّقَ َٔ ا  ْٕ ٖ اٰيَُُ مَ انْقشُٰٰٓ ْْ َ ٌَّ ا َ ْٕ ا نَ

 ٌَ ْٕ ا يكَْسِبُ ْٕ ب كَبَُ ًَ ىْ بِ ُٓ َٰ ا فبَخََزْ ْٕ  كَزَّبُ

Terjemahan : Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan 

bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai 

keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan 

(para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka 

disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan
27

. 

 

 Ruang lingkup fiqh siyasah yang mana pembagiannya 

dapat dikelompokkan menjadi tiga pokok yaitu : 

a. Siyasah Dusturiyah yang disebut juga sebagai politik 

perundang-undangan . yang mana bagian ini mengkaji tentang 

penetapan hukuman atau tasri’yah oleh lembaga legislatif, 
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peradilan atau qada’iyah oleh lembaga yudikatif, dan 

administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau 

eksekutif. 

b. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah yang disebut juga sebagai 

politik luar negeri. Siyasah Dauliyah ini mencakup hubungan 

keperdataan antara warga negara dengan yang bukan muslim 

yang bukan warga negara. Dibagian ini ada politik masalah 

peperangan atau siyasah harbi’yah yang mengatur etika 

berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman 

perang, tawanan perang dan gencatan senjata. 

c. Siyasah Maliyah yang disebut juga sebagai politik keuangan dan 

moneter. Yang membahas sumber-sumber keuangan negara, 

pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan 

internasional, kepentingan/hak-hak publik,pajak dan 

perbankan.
28

  

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi 

membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu
29

 :  

a. Siyasah Dusturiyyah Syar;iyyah (Kebijaksanaan tentang 

Peraturan Perundang-undangan) 

b. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (Kebijakan tentang Penetapan 

Hukum) 
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c. Siyasah Qadla’iyyah Syar;iyyah (Kebijaksanaan Peradilan) 

d. Siyasah Maliyyah Syar;iyyah (Kebijaksanaan Ekonomi dan 

Moneter) 

e. Siyasah Idariyyah Syar;iyyah (Kebijaksanaan Administrasi 

Negara) 

f. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar;iyyah (Kebijakan 

Hubungan Luar Negeri atau Internasional) 

g. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah (Politik Pelaksanaan Undang-

undang). 

Dalam pembahasan skripsi ini maka penulis menarik 

kesimpulan bahwa mengarah kepada fiqh siyasah Dusturiyah dan 

Siyasah Maliyah. Yang mana hal ini dikarenakan fiqh siyasah 

dusturiyah merupakan penetapan undang-undang yang dijadikan 

rujukan dalam menegakkan hukum. Pembahasan tentang perundang-

undangan disuatu negara berkaitan untuk diterapkan dengan baik, baik 

bersumber dari materiil, sumber perundang-undangan maupun sumber 

sejarah.
30

  

Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang 

berjudul Al-Siyasah Ala Syar;iyyah, prinsip-prinsip yang diletakkan 

islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak 

asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan 
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dimata hukum, tanpa membedakan sosial kekayaan, pendidikan 

maupun agama.  

Semua persoalan fiqh siyasah dusturiyyah umumnya tidak 

terlepas dari dua hal yakni Al-Qu’an dan Hadist yang dijadikan 

sebagai landasan dalam segala bidang untuk mengatur tatanan 

kehidupan umat termasuk dalam berbangsa dan bernegara.  Kebijakan 

ulil amri/pemimpin dasar pertimbangan ulama dalam menentukan 

suatu hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan 

zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat agar dapat tercapainya kemaslahatan.  

Siyasah Maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam 

sistem pemerintahan Islam yang mengatur tentang anggaran pendapat 

dan belanja negara. Yang mana dibahas sumber-sumber pendapatan 

negara dan pos-pos pengeluarannya. Menurut Hasbi, sumber-sumber 

yang ditetapkan syara fiqh adalah Khumus Al-Ghanaim (seperlima 

rampasan perang), sedekah dan kharaj. Abu Yusup menggunakan 

istilah dalam hal ini, zakat, khumus al-ghanaim, al-faifiqh, jizyah, 

fiqh’usyur al-tijarah, pajak dan sumber-sumber lainnya. Yang mana 

Fiqh’Usyur Al-tijarah, sepersepuluh dari pajak perdagangan yang 

dikenakan kepada pedagang non muslim yang melakukan bisnis 

dinegara Islam. Model ini pernah dilakukan pada masa Umar Bin 

Khattab.
31
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Jika dilihat dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab 

merupakan Khalifah yang banyak sekali memberikan contoh-contoh 

siyasah, diantaranya penerapan bea-impor, dan pada masa itu berlaku 

atas dasar keseimbangan dengan bea-impor yang dikenakan negara-

negara non muslim kepada pedagang-pedagang non muslim
32

. Dalam 

menjawab Umar, gubernur menanyakan tentang bea masuk impor 

yang harus dikenakan terhadap pedagang non muslim, umar 

menyatakan : “Ambillah olehmu  bea impor sebagaimana mereka 

mengambil bea impor untuk pedagang muslim.” Umar bin Khattab 

yang pertama kali menunjuk seorang hakim untuk mengadili perkara-

perakara dibidang harta kekayaan. Dengan demikian sejarah Islam 

mulai mengenal pembagian kekuasaan, meski terbatas pada lembaga 

eksekutif dan yudikatif.  

Dalam Konsep Siyasah Maliyah negara berkewajiban 

memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memenuhi 

kebutuhan primer. Menurut Imam Nawawi kewajiban negara untuk 

memberi makan mereka yang lapar dan memberi pakaian kepada 

mereka yang tidak punya cukup pakaian. Didalam Siyasah Maliyah 

dan Dusturiyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan 

umat. Pemerintah harus bersikap adil dalam mensejahterakan 

masyarakatnya. Sebagai wujud dari kebijakan aturannya dibentuklah 
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baitul mal, infaq yang hukumnya wajib dan dalam bentuk lain seperti 

wakaf dan sedekah.  

Dalam konteks Fiqh Siyasah yang mana segala kebijakan 

harus bertujuan untuk kemaslahatan umat dan segala hal yang 

berpotensi menimbulkan kemudaratan harus dijauhi dan dihindari. 

Ketika sebuah peraturan pemerintah yang bertentangan dan melanggar 

hak-hak sebuah konstitusi atau tidak sesuai untuk kemaslahatan maka 

dapat dikatakan mengandung kemudaratan dan menciptakan 

ketidakadilan sosial.  

B. Penelitian Terdahulu 

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Didalam 

tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama 

dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian 

sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan ditulis. 

Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait 

dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan pertama adalah 

Skripsi milik Ananda Pradana Berutu dengan judul Peran Pemerintah Desa 

Kota Bangun dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua Berdasarkan 

Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa 

Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
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peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa sudah sesuai, seperti 

penyediaan lahan parkir, pembangunan infrastruktur kio-kios,semenisasi 

jalan tapak di pasar rabuan, tetapi masih ada kekurangan dalam pengelola 

pasar seperti  masalah pedagang masih tidak teratur dalam memanfaatkan 

lahan dagangan yang telah ditempati, tidak adanya toilet umum yang ada 

di pasar Rabuan serta kurang optimalnya penyaluran air bersih di area 

pasar Rabuan tersebut. Faktor penghambat dalam pengelolaan pasar 

Rabuan yaitu kuangnya ketegasan dalam membuat kebijakan yang 

dilakukan pemerintah desa dalam mengelola pasar dan kurangnya interaksi 

yang terjalin anatara pengelola pasar dengan pedagang pasar. Perspektif 

fiqih siyasah tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar 

Rabuan sesuai dengan prinsip al-Hisbah sebagaimana lembagaa yang 

mengelola dan mengawasi pasar.
33

 Persamaan Penelitian diatas dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai 

pengelolaan pasar. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian membahas 

peran pemerintah desa sedangkan peneliti membahas implementasi 

peraturan daerah, selanjutnya perbedaan pada lokasi penelitian. 

Penelitian kedua adalah Skripsi milik Ilhamsyah Yusuf AR 

dengan judul “ Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Perda 05 

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Pekon Kabupaten Tanggamus”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pasar yang belum 
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terlaksana pembangunan dan pengembangan, karena di tempat penelitian 

bangunan masih terlihat kecil dan fasilitas-fasilitas bangunan sudah lama 

sekali. Di lapangan masih adanya pelanggaran peraturan daerah tersebut 

harus dibenahi sehingga pembangunan pasar berjalan lancar dan 

lingkungan pasar dan fasilitas-fasilitasnya dapat memenuhi syarat.
34

  

Persamaan Penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu membahas mengenai pengelolaan pasar. Perbedaannya terletak pada 

fokus penelitian membahas analisis fiqh siyasah sedangkan peneliti 

membahas implementasi peraturan daerah, selanjutnya perbedaan pada 

lokasi penelitian. 

Penelitian ketiga adalah Jurnal milik Yupi Sasmita dewi, Zaili 

Rusli dan Adianto dengan judul “Implementasi Perda No 09 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 

di Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Indomaret dan Alfamart). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan kelompok sasaran 

masih belum berjalan optimal dikarenakan dinilai dari tiga sub indikator 

yang ada yakni kebijakan perizinan, kebijakan zonasi dan kebijakan waktu 

opersional , selanjutnya tingkat kelancaran rutinitas masih belum berjalan 

dengan optimal karena dinilai dari dua sub indikator yakni pelaksanaan 

pengawasan dan tindakan terhadap toko yang melanggar dikarenakan 

tingkat pengawasan oleh pemerintah yang masih lemah dan sanksi yang 
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diberikan dinilai tidak tegas sehingga tidak memberikan efek jera.
35

 

Persamaan Penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru tentang pengelolaan pasar. Perbedaannya terletak pada studi 

kasus dan lokasi penelitian. 

Penelitian keempat adalah Jurnal milik Humaira Latifa dan 

rahma Amir dengan judul “Implementasi Perda Kabupaten Gowa No.6 

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Perspektif Siyasah 

Syar’iyyah”. Hasil penelitian dalam pelaksanaan pengelolaan pasar 

tradisional sungguminasa telah dilakukan sesuai dengan prosedur 

pelaksanaan yang tertuang didalam peraturan daerah Kabupaten Gowa 

No.6 tahun 2016 tentang pengelolaan pasar tradisional. Selain itu peran 

pemerintah Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan pasar tradisional 

sungguminasa yaitu pembinaan kepada pedagang, pemberian subsidi, 

pengembangan pasar tradisional, peningkatan profesionalisme pengelola, 

mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,peningkatan kualitas dan 

pembenahan sarana fisik pasar.
36

 Adapun tanggapan pedagang pasar 

mengenai pengelolaan pasar tradisional sungguminasa yaitu mengenai 

kebersihan pasar masih harus diperhatikan, termasuk fasilitas umum. 

Dalam konsep siyasah syar;iyyah aturan secara resmi dikeluarkan oleh 
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pemerintah wajib untuk dipatuhi. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih 

terdapat pihak-pihak yang tidak sepenuhnya menjalankan ketentuan yang 

berlaku termasuk Perda No.6 tahun 2016 sehingga dibutuhkan upaya dari 

pemerintah Kabupaten Gowa termasuk menerapkan sanksi jika memang 

diperlukan. Persamaan Penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah 

tentang pengelolaan pasar. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. 

Penelitian kelima adalah jurnal milik M.Natsir dengan judul 

“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional milik Pemerintah 

Kabupaten Mamuju Utara”. Hasil penelitian dari implementasi kebijakan 

pengelolaan pasar tradisional Kabupaten Mamuju Utara menunjukkan 

bahwa pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dalam menetapkan kebijakan 

pengelolaan pasar tradisional tidak disertai dengan standard dan sasaran 

yang konkrit dan terukur sehingga dalam implementasinya belum 

mengarah kepada perbaikan pasar tradisional sebagaimana mestinya.
37

 

Persamaan Penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu membahas mengenai implementasi pengelolaan pasar. Perbedaannya 

terletak pada kebijakan dan lokasi penelitian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian, yang mana 

penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

lapangan ( Field Research ) yaitu penelitian yang mengadakan 

pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi. 

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, 

permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna 

sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan 

metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesionaer, 

pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi 

sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.
38

 

Dalam Penelitian Kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu 

oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat 

penelitian lapangan. Oleh karena itu analisis data yang  dilakukan bersifat 

induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat 

direkontruksikan menjadi hipotesis teori.
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Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, 

pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic. 

Dimana penelitian ini menguraikan tentang Implementasi 

Pengelolaan Pasar Selasa Panam berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Swalayan”. Untuk itu Pendekatan Deskriptif 

Kualitatif adalah prosedur Penelitian yang  menghasilkan data-data yang 

bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian dan mengumpulkan data serta informasi maupun objek 

penelitian yang diteliti. Pada penelitian penulis memilih lokasi di Pasar 

Selasa Panam/Pasar Simpang Baru di  Kelurahan Tuah Karya Kota 

Pekanbaru dan merupakan tempat yang  mudah dijangkau oleh penulis 

tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian.  

C. Populasi dan Sampel  

Dalam Penelitian Kualitatif menurut Sugiyono sumber informasi 

terdiri atas objek, subjek informan atau narasumber yang berhubungan 

dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai 
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situasi dan kondisii penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab 

permasalahan penelitian.
39

 Adapun yang menjadi populasi penelitian ini 

adalah Kepala UPT Pasar 1 (satu) orang, Satpel (Satuan Pelaksana) Pasar 

Selasa Panam 2 (dua) orang dan Pedagang Pasar Selasa Panam yang 

jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. 

Sampel dalam Penelitian Kualitatif bukan dinamakan responden, 

tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru 

dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut 

sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif 

adalah untuk menghasilkan teori.
40

 

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu, 

Kepala UPT Pasar 1 (satu) orang, Satpel (Satuan Pelaksana) Pasar Selasa 

Panam 2 (dua) orang dan Pedagang Pasar Selasa Panam 5 (lima) Orang. 

Jadi total keseluruhan responden adalah 8 (delapan) orang.  

D. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara 

langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun 

                                                             
39

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV Alfabeta, 2014), cet. Ke-10, 

h.49 

 
40

 Sugiyono, op.cit.,  h.216 
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sumber data primer dalam penelitian ini adalah UPT Pasar, Pengelola 

Pasar dan Pedagang Pasar Selasa Panam. 
41

 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk 

memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang 

berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan 

pustaka. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah E-

Book, Jurnal, Artikel dan sebagainya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara 

sistematik gejala-gejala yang diselidiki. 

2. Wawancara 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana 

peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang 

diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematik. Wawancara 

dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya jawab secara sistematis berdasarkan tujuan 

penelitian. 

                                                             
41

 Zainudin Alu, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), cet. Ke-11, 

h.106 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-

benda tertulis, seperti buku, dokumen peraturan-peraturan dan 

catatan harian lainnya.  

4. Studi Pustaka / Content Analysis 

Studi pustaka dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan 

yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi 

pustaka juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil 

penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk 

mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. 

F. Metode Analisis Data dan Studi Pustaka 

Metode Analisis Data adalah cara untuk menganalisis data 

penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data 

sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan 

sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan bisa dipahami 

secara jelas kesimpulannya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di lapangan serta 

pembahasan yang disampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan : 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Swalayan di Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya adapun usaha 

Pengelola Pasar Selasa Panam untuk meningkatkan Kompetensi 

Pedagang Pasar ini termasuk pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan 

dalam hal disiplin pedagang. Pembinaan disiplin pedagang melibatkan 

aturan tentang waktu buka, kebersihan, harga yang wajar, dan sanksi 

jika aturan tidak dipatuhi. Selain itu, pengelola pasar berusaha untuk 

menarik pembeli dengan memastikan tersedianya fasilitas seperti 

tempat parkir, perilaku ramah terhadap pembeli, dan waktu berjualan 

yang cukup. Usaha ini juga termasuk memberikan arahan kepada 

pedagang tentang ilmu berdagang. Dalam hal meningkatkan 

kompetensi pedagang secara mandiri, pedagang sendiri menekankan 

disiplin terkait waktu berjualan dan kualitas barang yang dijual. 

Mereka juga berusaha menarik pembeli dengan perilaku ramah dan 

kejujuran dalam transaksi. Dalam rangka meningkatkan kompetensi 
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pedagang pasar, mungkin penting untuk mempertimbangkan lebih 

banyak pelatihan dan penyuluhan dari pihak pengelola pasar serta 

mengatur program pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. 

Selain itu, pembinaan disiplin pedagang juga harus dijalankan secara 

konsisten untuk memastikan aturan pasar diikuti dengan baik. Semua 

upaya ini dapat membantu pedagang pasar menjadi lebih profesional 

dan meningkatkan daya tarik pasar bagi pembeli. 

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di 

Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya adalah faktor pendorong 

dan faktor penghambat usaha dalam meningkatkan Kompetensi 

Pedagang Pasar di Pasar Selasa Panam, beberapa faktor yang 

mendorong peningkatan kompetensi pedagang pasar meliputi: Harga 

barang yang standar atau semi grosir, yang memungkinkan pedagang 

untuk menawarkan harga yang kompetitif kepada pembeli, 

Ketersediaan barang yang lengkap sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan, Kebersihan pasar, yang menciptakan lingkungan yang 

menarik bagi pembeli. Dan faktor yang dapat menghambat usaha 

dalam meningkatkan kompetensi pedagang pasar meliputi : Hilangnya 

kepercayaan pembeli kepada pedagang, mungkin karena masalah 

seperti ketidakcocokan timbangan atau kebersihan lingkungan pasar, 

Kurangnya kesadaran individu pedagang tentang pentingnya 
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meningkatkan kemampuan berdagang, Sikap acuh tak acuh pedagang 

terhadap peningkatan kemampuan mereka dalam berdagang. 

3. Menurut Perspektif Fiqh Siyasah terkait dengan Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di 

Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya ini sejalan dengan 

dicontohkan Islam dalam Wilayatul Hisbah sebagaimana lembaga 

tersebut berfungsi sebagai pengawas terhadap kegiatan ekonomi di 

Pasar seperti mengawasi harga, takaran atau timbangan, praktek jual 

beli agar sesuai dengan tuntunan syariat. Prinsip yang dipakai yaitu 

Keadilan dan Ketaatan pada Hukum Prinsip ini menekankan 

pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam 

perdagangan. Keadilan mencakup perlakuan yang setara terhadap 

semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalilnya dapat ditemukan 

dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan perlunya 

keadilan dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya Transparansi dan 

Kejujuran Dalam konteks perdagangan, transparansi dan kejujuran 

merupakan nilai-nilai yang ditekankan oleh Islam. Pedagang 

dianjurkan untuk memberikan informasi yang jelas tentang barang 

atau jasa yang mereka tawarkan. Dalilnya dapat ditemukan dalam 

banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyoroti pentingnya 

kejujuran dalam berbisnis. Pemberdayaan Ekonomi dan Bantaun 

Kepada Pedagang Fiqh Siyasah mendorong pemberdayaan ekonomi 
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masyarakat. Pemerintah atau otoritas Islam diharapkan memberikan 

bantuan dan bimbingan kepada pedagang untuk meningkatkan 

kualitas produk dan daya tarik pasar mereka. Dalilnya dapat 

ditemukan dalam konsep sedekah, zakat, dan bantuan ekonomi yang 

dianjurkan dalam Islam. Dan Pencegahan Terhadap Praktik Curang 

(Tadlis) Islam secara tegas melarang praktik curang dalam 

perdagangan. Pedagang dilarang menggunakan trik atau praktik yang 

bersifat menyesatkan atau menipu pembeli. Dalil ini dapat ditemukan 

dalam banyak hadis yang mengutuk praktik curang dalam berbagai 

bentuk. Dan terakhir Pentingnya Etika Berdagang Islam mengajarkan 

etika berdagang yang baik, termasuk dalam interaksi dengan pembeli. 

Pedagang dianjurkan untuk bersikap ramah, jujur, dan 

memperlakukan pembeli dengan baik. Dalilnya dapat ditemukan 

dalam hadis-hadis yang menekankan pentingnya etika dan perilaku 

baik dalam berdagang. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya 

menciptakan lingkungan perdagangan yang adil tetapi juga 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkah. 

Penting untuk kembali kepada ajaran Islam, baik Al-Qur'an maupun 

hadis, untuk mendapatkan dasar dan pedoman yang jelas dalam 

menentukan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam konteks pembinaan 

dan disiplin pedagang. 

B. Saran 
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Berdasarkan hasil dari apa yang telah dipaparkan dan disimpulkan, 

penulis ingin menyampaikan saran yakni sebagai berikut : 

1. Pemerintah dapat menyelenggarakan program pendidikan dan 

pelatihan bagi pedagang pasar rakyat. Ini akan membantu 

meningkatkan kompetensi pedagang, khususnya dalam hal 

manajemen usaha, kebersihan, dan pelayanan kepada pelanggan. Dan 

Pemerintah perlu melakukan konsultasi dengan para pedagang dan 

pihak terkait lainnya dalam proses pengambilan keputusan terkait 

pengelolaan pasar rakyat. Ini akan membantu memastikan bahwa 

kepentingan semua pihak diakomodasi. 

2. Kepada Pedagang Pasar harus sepenuhnya memahami peraturan yang 

berlaku di pasar sesuai dengan Peraturan Daerah. Patuhi peraturan 

tersebut dengan seksama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, 

Manfaatkan pelatihan dan pendidikan yang mungkin disediakan oleh 

pemerintah atau organisasi terkait untuk meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan  dalam berdagang. Dan Cari pelatihan atau kursus 

yang relevan dalam bidang perdagangan, manajemen usaha, dan tata 

cara berbisnis. Ini dapat membantu dalam meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan pedagang. 

3. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan Seluruh Pengelola Pasar serta 

Pedagang agar dapat berkerjasama untuk mencapai tujuan dari 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dalam 

meningkatkan kompetensi pedagang agar dapat terwujud. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Apa usaha Pengelola Pasar dalam meningkatkan Kompetensi 

Pedagang Pasar? 

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam meningkatkan 

kompetensi pedagang pasar ? 

3. Apa dampak dari peningkatan kompetensi terhadap pedagang pasar? 

4. Bagaimana usaha pedagang pasar dalam meningkatkan kompetensi? 

5. Bagaimana cara pedagang pasar untuk menarik para pembeli ? 

6. Apa dampak positif yang didapatkan pedagang dalam peningkatan 

kompetensi ?
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